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DENGAN RAHMAT TUHAN ¥ANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATT BANYUMAS,

a. baliwa berdasarkan Masal 72 Peraturan Pemerintah

Nomor 76 Tahun 2001 entang  Pedoman  Umum
Pengamuran Mengenai Desa, maks Peraturan
Daerah Kebupaten Barprumas Momor 5 Takun 2000
tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan,
Pemberhentian  Sementara  dan  Pemberhentian
Peranpiat Desa, perlu disesuaikan;

. babwa schubungan dengan hal .tt.'ﬁcbul, perlu

mengubah Peramuran Daerah Kabopaten Banyumas
Nomor5 Tahun 2000 tentang Tate Care Pencalonan,
Penganpkatan, Pemberhentian  Sementara  dan
Pemberhentian Perangkat Desa dengan Peratran
Daerah.



(2) Bagi Anggola TNI/POLRI, Pegawai Negeri Sipil dan
Perangkat Dega, disamping memenuhi  persyaratan
sebapaimana dimaksud dalam ayar (1), harus mendapat Tzin
dari atasan yang berwenang,

(3) Persyaratan sebagaimans dimaksud dalam ayat (1) dan (2)
berfaku pula unuk pengangkatan Sekretaris BPD awu Staf
Sekretariat BPD.

B. Masal 3 diubah sehingpa berbunyi sebagai berikut =

"Pasal 3"

(1) Perangkat Desa diangkat dan ditetapkan dengan Kepuiusan Kepalz

Desa ams persctujuan Pimpinan BPD.

(2) Paling larma 60 (cnam puluh) hari setelah Fimpinan BPD menerima

permohonan persetujuan dari Kepala Desa, Pimpinan BPD harus
sudah memberikan persetujuan terhadap Calon Perangkat Desa
yang diajukanokh Kepala Desa. ]

(3) Apabila jangka waktu schagaimuns dimoksud dalam ayat 2)

terlampaui, maka Pimpinan BPD dianggap telah memberikan
persetujuan, schingga Kepalo Desa dapat menetapkan Calon
Perangkat Desa yang telah diajukan menjadi Pernngkat Dega.

. Pasal 4 dinbah, sehingga selengkapya berbunyi schagei berikut:

-IPE.“]. 4ll

(1) Unmuk keparluan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat
Desa, Kepala Desa membeniuk Pauitia.
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(2] Panitia sebagaimana dinsaksud dalam  at (1) yang
keanggotaannya terdiri dari Lembaga Kemasyarakatan Desa,
Tokoh Masvarakat dan Anggota BPD.

(3) Dalam melaksanakan wgasnya, Panitia sebagaimana dimaksud
ditlam ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan | (satu) Pasal baru yaitu
Pasal 4a, yang berbunyi schagai berikut -

"Pasal 4a"

(1) Lamaran diajukan secam tertulis diatas kertas bermeterai
cukup kepada Kepala Desa melaiui Pamitia, dzngan dilampiri
syarai-syarat yang telah ditentukan.,

(2) Fanitia menelit berkas tanmmmn yang welah dizjukan oleh bakal
calon Perangkat Desa.

(3) Dalam hal pelamar hanva satu orang dan telah memenuhi
persyaralan yang tefah ditentukan, maka twrhadap pelamar
tersebut dapar diangkat sebapai Perangkat Desz oleh Kepala
desa setelah mendapat persetujuan Pimpinan BPD.

(4) Apabila pelamar yang memenuhi persyaratan lebih dari
scorang, maka pamitia menyeleksi calon Perangkat Desa
dengan cara mengadakan Ujian Penyaringan serts
mempertimbangkan penilaian terhadap prestasi, dedikasi dan
stkmp tidak tercela (PDT) yang bersangkutan.

(5) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalem ayat (4) diranking
berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing -masing calon
Perangkat Diesa dan disampaikan kepada Kepala Desa



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DALERAHN KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 3 TAIIUN 2004

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUN 2000
TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PENGANGRATAN,

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN

PERANGEKAT DESA
PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Pasal 72 Peraturan Pemerinieh Nomor 76
Tabun 2001 tentang Pedoman Unum Penganuan Mengenai Desa,
discbutkan bahwa "Peraturan Daerah mengenai Desa diadakan
[remyeesigian henlasarkan Peratarm Pemerinehing "

Rehwa salah sam Peramran Daerah Kzbuparen Banyumas
yang mengstur mengensi Desa yang perlu diadakan penyesiaian
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman
Umum Pengaturan Mengenai Desa, adalah Peramran Daersh
Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cama
FPencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan
Pemberhentian Perangkat Desa.

_ Peraturan Daerah Kabupaten Bamyumas Nomor 3 Tabun
2004 tentang Perubahan Atas Perzturan Dacrah Kabupaten Banyumas
Nomor 5 ‘lahun 2000 teatang Tata Cara Pencalonan, Penganzkatan,
Pemberhentian Sementars dar Pemberhentian Perangkat Desa,
merupakan penyempurnaan yang disesuaikan dengan Peraturan
Pemeriniah Momor 76 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum
Pengaturzn Mengenai Desa.

PENJELASAN PASAL DEMI1 PASAL
Pasal |
A Pesall . Cukup Jelas.

B Pasal 3ayat (1) : Yang dimaksud dengan
Pemsetujuzn Pimpinan BPD
adalah persetnjuan ertolis yeng
ditandatangani oleh Ketua dan
Wakil Ketua BPD yang ada
Apabila pimpinan BPD
berhalangan tetap atau pimpinan
BPD' mengikuti pencalonan
Perangkat Desa., maka
penandatangenan persctujuan
Pimpinan BPD dilakukan oleh
Anggota BPD tertua dan
termuda.

- Pasal 3 avat (2) Maksud pemberian jangka wakiu

60 (enam puloh) hari kepada

Pimpinan BPD adalah unmk

menjamin  wdanya kepastian
Tukian



x:

Pasal 3 ayat (3)

Fasal4 ayai (1)

- Paxal 4 ayni (2)

Yang dimaksud BPD
“telah memberikan
perserujuan” yaitu
apabila BPD cetelah
diberi jangka waktu 60
{enam puluh) har unmuk
memberi Ean
persetujuan, ternyi(a
lengeany waktu tersebu
tidsk digumakan, maks
Pimpinan BPD dianggap
telah memberikan
persetujuan. Oleh karena
itu Kepala Desa dapat
menctapkan Calon
Perangkat Desa yang
diusulkan menjadi
Feranzkat Desa,
meskipun fampa
persetujuan tertulis
Pimpinan BPL,

Culup Jelas.

Jumlah Amgenta Panitia
Penjaringan danm
Penyaringan  disesusikan
dengan kebutuhan,

“dengan Kkemposisi

schagai berikut :
Lembaga
Kemasyarakatan
Desa (50 %)

Pasal & ayat (3)

D. Pasaldaayat(1)

Pasal da ayal (2)

- Pasal 4aavat(3)
Paszal 4aavat(4d)

- Tokoh Masyarakat (20 %)

- BPD(30 %)

dari jumlah Panitia yang ada
diluar Penanggung Jawab
{(Kepala Desa).

Cukup Jelas.
Cukup Jetas

Yang dimaksud Panitia menelit
berkas lamaran adalah mencliti
Persyaratan-persyarztan yang
digjukan oleh Bakal Calon
sesuzi dengan Ketenluan vang
berlaku.

Cukup Jelas.

Penilaiar Prestasi meliputi :

- Pendidikan formal yang
didasarkan ljazah atau Surat
Tanda Tamat Belajar (STTH)
Calon dengan kriteria
penilaian szbagai berikut :

a. SLTP, dinilai 6 (znam),

b. SLTA, dinilai 8 (delapan);

c. Diploma I (D 1) dinilai 9
(sembilan);

d. Diploma [I (D IT) dinilai 10
{scpuluh);

e. Diploma ITI (D III) dinilai
11 {scbelas);

f. Strata 1 (S 1) dinilai 13
(tiga belas),

g.Strata 2 (S 2) dinilai 15
(tima belas);

h.5trata 3 (5 3) dinilai 17
(tujuh belas);
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Pendidikan Non Formal
didasarkan pada setifikat yang
diperolch Calon melaluoi kursus-
kursus kerrampilan (mengetk,
komputer, dan s=hagainya yang
dapat menunjang kegiatan
jebatan perangkat desa yang
dibutuhkan), dan untuk setiap
kursus ketrampilan diberi nilai
[ (satu).

Kejuaraan yang pernah
diperoleh Calon sehagai Tuara [
vang dibuktikan dengan

Piagam/Surat Keterangan,

dengan Kriteria penilaian

schagai berikut :

a. Tingkat Dcsa, dinilai 1
(catu),

b, Tingkat Kecamatn, dinilai 2
(dua),

¢. Tingkat Kabupatcn, dinilai 3
{tiga);

d. Tingkat Propinsi, dinilai 4
{empat);

¢. Tingkat Nasional, dinilai 5
(lima); -

T Tingkat Reginnal (Asia
Tenzgara dan Asia), dinilai 6
{cnam);

g Tingkat Internasicnal
iThnia, dinilai 7 (tujoh);

Untuk setiap Tingkat hanya

diambil satu kejuaraan,

Dedikssi adalah pengabdian yang
pernah atan sadang dilakukan oleh
Calon Perangkat Desz yang
bersangkutan melalui  Lembaga
Femerintahan Desa dan atau
Lembaga Kemasyarakatan Dess,
yarge dibeniuk  dan  diskui seria
dibina olch Pemerintah Desa yang
kegiatannya mencakup kepentingan
msyarakal Desa.

Fergabdian vang dinilai adalah
pengabdian yang dilakukan oleh
Calon  sebagai  pengurus  harian
(Bctua, Sckretaris, Bendahara) bag:
sustn Lembaga Kemmsyarakatan.
Secangkan uniuk peneatxdian pada
Lembaga Pemerintahan Desa adaiah
calon yang sedang ataw telah
mengabdi pada Pemerimah Desa
(seperti Kepala Desa, TPerangiat
Desa dan Hansip) dan Anggoia
BPD.

Masa penzabdian dibuktiken dergan
Sumit Keterangan yang dikeéluarkan
oleh Pejabat aiau  Pihak yang
berwenang.

Cara Penilaizn

- masa pengabdian 3 s/d 5 tahun
dinilai 1;

- masa pengabdian 6 s/d 10 1ahun
dinilai 2;

- masn pengabdian 11 s/d 15 ahun
dinilai 3;
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Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7s/d 10

Pazal Il avat (1)

s pengabdian 16 ¢/d 20
tahun dinilai 4;

- masa pengabdian 21 s/d 2§
tahon dindlai 5:

- masa pengabdian 26 s/d 30
tahun dinilai 5;

Penilaion Sikap tercela ¢ tidak
tercela:

Untuk penilaian sikap tercela dan
tidak tercelanva Calon adalah
mwenuT bukum asiu norma-norma
yang hidup dan berkembang dalam
masyarnkat yang dibuktikan dengan
Surat Keterangan Kelakvan Baik
dari Pihak yang berwenang.

Cukup Jelos,

Yang dimaksud dengan dana-dana
lainnya vang sall adalah dana-dana
yang dipercleh bakal calon [ Calon
dan sumbangan dari pihak lain yang
bessifat tidak mengikat.

Cukup Jelas.

Yang dimaksud dengan  diberikan
peringatan  sebagaimana  mestinya
adalah permgatan sccara  terfulis
vang dikeluarkan oleh Kepala Desa
sampai 3 (tiga) kali dan yang
bersangkutan tidzk ada usala ymink
memperbaiki diri.

FPasal 1l ayat(2) s/d ayat
{3)

Pasal 12

Pasal 13 aval (1) hurufa
sidbhurufd

Pasal 13 aya1 (1) hurule

Untuk masing-masing peringatan
tersebut diberikan jangka wakma |
(satu) bulan, guna memberikan
kesempatan kepada Perangkat Desa
dimaksud unmk memparbaiki
perbuatan atau menyelesaikan
permasalaban yong dilakulkan.

: CukupJelas

: CukupJelas

¢ Cokup lelas

© Yang dimaksud dengan melakukan

perbuatan yang bertentangan dengan
Pataturan Perundang undangan yans
berlaku dan atau norma yang hidup
. dan berkembang dalam masvarakat
Uesu antara lain :
- Disangka melakukan tindak
pidana dan telah dijatuhi
hukurnar:  berdasarkan putusan
Pengadilan yang telah
mempunyai  kekuatan  hukum

letap.

- Melakukan pelanggaran
administrasi berat dan ternyata
vang bersangkutan tidak
memperhaiki perilakunya
meskipun telah diberikan
kesempatan untuk merubahnyva.
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- Melanggar Norma kesusilaan,
kesopanan atau adat istiadat
yang nvata-nyata hidup dan
berkembang dalam kehidupan
masyarakal

- Pasal Dayat (Dhuruff @ CukupJelas.

- Pusal 145/d 16 : Cukuplelas.

Pasalll : Cukup Jelas.



Mengingal

1. Undang-undang Nomor 13 Tahunl950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah:

2. Undang-undang Nomor 22 Tohun 1999 tentang
Femerinizhan Daerzh (Lembaran Negara Tihun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001
tentang Pedoman Umum Pengawran Mengenai
Desa (Lembaran Negara Tabun 2001 Nemoer 142,
Tambahan Lembamn Negara Momor 3155) ;

4. Peraturan Daersh Kabupatzn Bamyumas Nomor 5
Tahun 2000 tentang Tata Cara Fencalonan,
Pengangkatan, Pemberhentian  Sementara  dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabuparen Banyumas Tahun 2000 Nomor 8 Seri
m

Diengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAIL

KADUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSEAN :

Menezpian - PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG TATA
CARA PENCALONAN, PENGANGEATAN,
PEMBERHENTIAN SEMECNTARA DAN
PEMDERIENTIAN PERANGKAT DESA.

Pasal 1

A. Pasal 2 diubah, sehingga selengkapnya berbuny| ssbagai berikut :

"Tasal 2"

(1} Yang dapat mencalonkan dan diangkat menjadi Perangkat Desa
adalah penduduk Desa setempat dan yang telah berdomisili

paiing singkat | (saw) tahun di Desa tersebut, dengan svarat-
syaral sehagai berikut :

a.
b.

Bertakwa kepada Tulan Yang Maha Esa,

Sefia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945;

Jujur dan Ad:l;

Tidsk pernah terbbat langsung ataupun tidak langsunyg
dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945, seperti G.30.5/PK1 dan atou kegiatan
organisasi terlarang lainnya;

Berdomisili di wilayah kerjanya bagi calon Kepala Dusun;
Berpendidikan paling rendah berijazah Sekolab Lanjutan
lingkat Pertama (SLTF):

Berumur paling rendab 20 (dua puluh) tabun dan paling
tinggi berumur 50 (lima puluk) takun;

Sehat Jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat
Keterangan Dokter;

Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan
dari Kepolisian;

hdak perneh dihukum karcna melakukan tindak pidana
kejahatan vang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima)
tahun atau lebih;

Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasackan Putusan
Pengadilan;

Mengenal Desanya dan dikenal oleh masyarakat Desa
sclcmpat;



